
 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

                                                     NOMOR  3 TAHUN 2008        

TENTANG 

PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI  PROGRAM DAN 

KEGIATAN TRANSPORTASI  DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengadakan Perjanjian Pinjam 

Pakai Bus Milik Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 20 (dua puluh) 

unit yang digunakan sebagai bus angkutan umum Trans-Jogja di 

wilayah Perkotaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa pada saat berakhirnya perjanjian, Pemerintah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyerahkan kembali obyek 

perjanjian kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam keadaan 

terawat baik dan memberikan jaminan berupa bantuan program 

peremajaan obyek perjanjian sesuai dengan unsur ekonomis selama 7 

(tujuh) tahun; 

c. bahwa untuk memenuhi jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

diperlukan sejumlah dana yang dilaksanakan secara bertahap; 

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63 

paragraf 2 Dana Cadangan, Pemerintah dapat membentuk dana 

cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak 

dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyediaan Dana Cadangan 

Daerah Untuk Membiayai Program dan Kegiatan Transportasi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti    Undang-

Undang   Nomor  3  Tahun   2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan 

Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 

Nomor 4); 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA   

dan  

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA CADANGAN 

DAERAH UNTUK MEMBIAYAI  PROGRAM DAN KEGIATAN 

TRANSPORTASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut  APBD adalah 

Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

5. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan 

dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

(1) Penyediaan Dana Cadangan Daerah bertujuan untuk membiayai program dan kegiatan 

daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan pada satu Tahun Anggaran. 

(2) Penyediaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara 

bertahap selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 

Tahun Anggaran 2014 guna memenuhi program peremajaan 20 (dua puluh) bus 

angkutan perkotaan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyediaan Dana 

Cadangan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

BAB III 

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH 

 

Pasal 3 

Dana Cadangan Daerah yang dibentuk ditetapkan berjumlah sebesar Rp. 1.575.000.000,-

(Satu millar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun. 

 

Pasal 4 

Penyediaan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari 

kontribusi tahunan penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

 

 

 

 



BAB IV 

JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI DAN 

JADUAL PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH 

 

Pasal 5 

(1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 digunakan untuk kegiatan pengadaan Bus sejumlah 20 (dua puluh) unit. 

(2) Jadual pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya mulai Tahun Anggaran 

2008 sampai Tahun Anggaran 2014, per tahun anggaran sebesar Rp. 1.575.000.000,-

(Satu millar lima ratus tujuh puluh lima juta rupaiah). 

 

BAB V 

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH 

 

Pasal 6 

(1) Pengisian Dana Cadangan Daerah setiap tahun dianggarkan dalam APBD pada 

Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan. 

(2) Penggunaan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada : 

a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana 

Cadangan; 

b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal. 

 

Pasal 7 

(1) Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana 

Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. 

(2) Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 

lain di luar yang telah ditetapkan. 

(3) Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jangka yang telah 

ditetapkan. 

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana 

Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah. 

 

Pasal 8 

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan 

Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan 

lainnya yang dibiayai dari APBD. 

 

Pasal 9 

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Pertanggungjawaban APBD 

 

 

 

 



BAB VI 

EVALUASI 

 

Pasal 10 

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) 

kali dalam 1 (satu) tahun. 

 

BAB VII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 11 

(1) Dalam hal penyediaan Dana Cadangan ditahun ketujuh tidak mencukup dalam rangka 

peremajaan 20 (dua puluh) bus, disediakan dana melalui APBD. 

(2) Dalam hal penyediaan Dana Cadangan di tahun- ketujuh lebih dari yang dibutuhkan 

dalam rangka peremajaan 20 (dua puluh) bus, sisa lebih disetor ke Kas Daerah. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 April 2008 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 15 April 2008 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

TRI HARJUN ISMAJI 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 

NOMOR 3                        



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

                                                    NOMOR  3 TAHUN 2008             

TENTANG 

PENYEDIAAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PROGRAM DAN 

KEGIATAN TRANSPORTASI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

I. UMUM 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota 

Yogyakarta telah mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Bus Milik Pemerintah Kota 

Yogyakarta sebanyak 20 (dua puluh) unit yang digunakan sebagai bus angkutan umum 

Trans-Jogja di wilayah Perkotaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada saat berakhirnya perjanjian, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta berkewajiban menyerahkan kembali obyek perjanjian kepada Pemerintah 

Kota Yogyakarta dalam keadaan terawat baik dan memberikan jaminan berupa bantuan 

program peremajaan obyek perjanjian sesuai dengan unsur ekonomis selama 7 (tujuh) 

tahun. 

Oleh karena itu untuk memenuhi jaminan berupa bantuan program peremajaan 

obyek perjanjian sesuai dengan unsur ekonomis selama 7 (tujuh) tahun, diperlukan 

sejumlah dana yang dilaksanakan secara bertahap. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 63 paragraf 2 Dana Cadangan, 

Pemerintah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang 

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun 

anggaran 

Sehubungan dengan ha-hal tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk 

Membiayai Program dan kegiatan Transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

II PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas 

 Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 



Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas 

 


